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Pada tahap awal, peru-
sahaan tersebut mengirim-
kan empat kontainer ubur-
ubur dengan nilai transaksi 
mencapai Rp1,6 miliar. 
Ekspor ini direncanakan 

Rp1,6 Miliar dari Ubur-Ubur, 
Baubau Masuk Peta Ekspor 

Global, Hingga Resmi Tembus 
Pasar Tiongkok

BAUBAU, BP-Pelabuhan Murhum, Kota Baubau, 
kini resmi menjadi pintu ekspor langsung komodi-
tas unggulan daerah. Ekspor perdana ubur-ubur ke 
Tiongkok yang dilakukan PT Triko Bina Nusantara 
menandai babak baru konektivitas perdagangan in-
ternasional dari wilayah Kepulauan Buton.

BUTON, BP- Pelan-
tikan Sekretaris Daerah 
(Sekda) definitif Kabu-
paten Buton resmi digelar 
Pemerintah Kabupaten 
Buton, Senin (26/1/2026). 
Bupati Buton Alvin 
Akawijaya Putra, S.H., 
melantik La Ode Syam-
sudin, S.Pd., M.Si., dalam 
prosesi yang berlangsung 
di Aula Kantor Bupati Bu-
ton, Takawa.

Acara pelantikan terse-
but turut dihadiri Wakil 
Bupati Buton, Ketua DPRD 

Bupati Alvin Akawijaya Perkuat Mesin 
Birokrasi Lewat Pelantikan Sekda Definitif, La 
Ode Syamsudin Siap Kawal Program Prioritas 

Bupati Buton

Bupati Buton Alvin Akawijaya lantik Sekda Definitif

JAKARTA, DT - 
Komitmen Pemerintah 
Daerah (Pemda) dalam 
mendukung Program Jam-
inan Kesehatan Nasional 
(JKN) kembali mendapat 
apresiasi. Sebanyak 31 
Pemerintah Provinsi ser-
ta 397 Pemerintah Kabu-
paten dan Kota menerima 
penghargaan pada ajang 
Universal Health Cover-
age (UHC) Awards Tahun 

Ratusan Kepala Daerah Menerima Penghargaan 
Universal Health Coverage Awards Tahun 2026 
Termasuk Bupati Buton Selatan Muh Adios dan 

Walikota Baubau H Yusran Fahim

2026 yang diselenggara-
kan BPJS Kesehatan, Se-
lasa (27/1/2026).

Penghargaan tersebut 
diberikan kepada para 
kepala daerah atas peran 
aktifnya dalam member-
ikan perlindungan kes-
ehatan bagi masyarakat 
melalui perluasan dan ke-
berlanjutan kepesertaan 
Program JKN, termasuk 
Bupati Buton Selatan Muh 
Adios

Direktur Utama BPJS 

Kesehatan, Ghufron Muk-
ti, mengatakan capaian 
tersebut mencerminkan 
keberhasilan kolaborasi 
lintas sektor dalam menja-
min hak dasar masyarakat 
atas layanan kesehatan. 
Program JKN menjadi 
instrumen negara untuk 
memastikan perlindungan 
kesehatan yang adil dan 
merata bagi seluruh rakyat 
Indonesia.

BUTON SELATAN, 
DT- Transformasi pendi-
dikan digital mulai men-
guat di Kabupaten Buton 
Selatan seiring implemen-
tasi program pembelajaran 
mendalam (deep learning) 
serta pengenalan coding 
dan kecerdasan artifisial 
(AI) di sejumlah sekolah. 
Program ini menjadi ke-
lanjutan arah kebijakan 
nasional setelah Program 
Sekolah Penggerak resmi 
dihentikan.

Dinas Pendidikan Ka-
bupaten Buton Selatan 

Pendidikan Busel Masuki Era Coding dan 
Kecerdasan Artifisial, Selamat Tinggal Program 

Sekolah dan Guru Penggerak

Rusmin, S. Pd

memastikan bahwa peru-
bahan kebijakan tersebut 
tidak menghambat pen-
ingkatan mutu pendidikan 
di daerah. Justru sebali-
knya, sebagian besar se-

kolah dan tenaga pendidik 
yang sebelumnya terlibat 
dalam Program Sekolah 
Penggerak tetap diberday-
akan dalam program baru.

Sekretaris Dinas Pen-
didikan Buton Selatan, 
Rusmin, S.Pd, melalui 
Kepala Bidang Pembi-
naan Pendidikan Dasar, 
La Amiru, S.Pd., M.Pd., 
menegaskan bahwa peng-
hentian Program Sekolah 
Penggerak merupakan 
keputusan pemerintah pu-
sat, bukan kebijakan pe-
merintah daerah.

SULTRA, BP-Pemer-
intah Provinsi Sulawesi 
Tenggara mempertegas 
komitmennya dalam men-
dukung Program Sekolah 
Garuda melalui penguatan 

Pemprov Sultra Targetkan 1.000 Beasiswa untuk 
SDM Unggul, Pemprov Sultra-Kemendiktisa-

intek Percepat Sekolah Garuda

Laporan: Mashuri kerja sama dengan Kemen-
terian Pendidikan Tinggi, 
Sains, dan Teknologi Re-
publik Indonesia. Langkah 
ini dipandang strategis un-
tuk mendorong peningka-
tan kualitas sumber daya 

manusia di daerah.
Komitmen tersebut 

mengemuka dalam audi-
ensi antara Gubernur Su-
lawesi Tenggara, Mayjen 
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Rp1,6 Miliar dari Ubur-Ubur, Baubau Masuk Peta Ek-
spor Global, Hingga Resmi Tembus Pasar Tiongkok

Pendidikan Busel Masuki Era Coding dan 
Kecerdasan Artifisial, Selamat Tinggal Program 

Sekolah dan Guru Penggerakberlangsung berkelanju-
tan dan akan terus dit-
ingkatkan seiring ting-
ginya permintaan pasar 
global, khususnya dari 
Tiongkok.

Wakil Gubernur Su-
lawesi Tenggara, Ir. 
Hugua M. Ling, men-
yatakan bahwa ekspor 
dari Baubau terintegra-
si dengan kegiatan ek-
spor serentak di Kend-
ari. Melalui Pelabuhan 
Bungkutoko, sebanyak 
47 kontainer komoditas 
dilepas ke pasar inter-
nasional dengan nilai 
mencapai sekitar Rp500 
miliar.

Menurut Hugua, ca-
paian tersebut mencer-
minkan konsistensi 
strategi ekspor Sulawesi 
Tenggara yang dibangun 
secara berkelanjutan, 
mulai dari penguatan 
produksi di hulu hing-

Ratusan Kepala Daerah Menerima Penghargaan Universal 
Health Coverage Awards Tahun 2026 Termasuk Bupati Buton 

Selatan Muh Adios dan Walikota Baubau H Yusran Fahim
“Hingga 31 Desem-

ber 2025, jumlah kepe-
sertaan Program JKN 
telah mencapai 282,7 
juta jiwa atau lebih dari 
98 persen penduduk In-
donesia, dengan tingkat 
kepesertaan aktif sebe-
sar 81,45 persen. Capa-
ian ini melampaui target 
nasional dalam RPJMN 
2025â€“2029,”  ujar 
Ghufron.

Ia menegaskan, per-
an Kepala daerah sangat 
menentukan keberhas-
ilan tersebut, khusus-
nya dalam mendorong 
pendaftaran penduduk 
serta menjaga kepe-
sertaan aktif melalui 
dukungan kebijakan dan 
penganggaran daerah.

Ghufron juga men-
yampaikan bahwa pen-
capaian UHC sejalan 
dengan agenda Sustain-
able Development Goals 
(SDGs) 2030, di mana 
Universal Health Cov-
erage menjadi indikator 
utama target SDGs 3.8 
untuk menjamin akses 
layanan kesehatan bagi 
seluruh penduduk.

Tak hanya mening-
katkan akses layanan, 
capaian UHC juga 

Pemprov Sultra Targetkan 1.000 Beasiswa untuk SDM Unggul, 
Pemprov Sultra-Kemendiktisaintek Percepat Sekolah Garuda

TNI (Purn) Andi Su-
mangerukka, dengan 
Menteri Pendidikan 
Tinggi, Sains, dan Te-
knologi RI, Prof. Brian 
Yuliarto, ST, M.Eng., 
PhD, di Jakarta, Senin 
(26/1/2026).

Pertemuan yang 
berlangsung di Ruang 
Anjangsana Lantai 18 
Gedung D Kementeri-
an Diktisaintek tersebut 
menjadi forum pemba-
hasan berbagai langkah 
percepatan pembangu-
nan pendidikan unggu-
lan, khususnya dalam 
pelaksanaan Program 
Sekolah Garuda di Su-
lawesi Tenggara.

Dalam audiensi itu, 
Pemprov Sultra men-
yampaikan kesiapan 

daerah. Pemprov Sultra 
juga menyiapkan empat 
SMA transformasi se-
bagai bagian dari strate-
gi penguatan pendidikan 
menengah.

Sementara itu, Men-
diktisaintek RI Prof. 
Brian Yuliarto men-
yampaikan apresiasi 
atas komitmen kuat Pe-
merintah Provinsi Su-
lawesi Tenggara dalam 

“Penghentian ini bukan dari 
daerah, tetapi langsung dari kemen-
terian karena ada arah kebijakan 
baru dalam pengembangan kualitas 
pembelajaran,”  kata La Amiru saat 
ditemui, Rabu (28/1/2026).

Ia menjelaskan bahwa pelanti-
kan terakhir Guru Penggerak tel-
ah dilaksanakan pada 3 Desember 
2024. Sejak itu, program tersebut 
tidak lagi dilanjutkan dan secara re-
smi tidak berjalan memasuki tahun 
2026.

Meski demikian, substansi pen-
guatan kualitas guru dan sekolah 
tetap berlanjut. Menurut La Amiru, 
program pembelajaran mendalam 
dan coding pada dasarnya melan-
jutkan semangat Sekolah Pengger-
ak dengan pendekatan yang lebih 
adaptif terhadap perkembangan te-
knologi.

“Tidak ada dampak signifikan 
bagi sekolah. Sekolah dan guru 
penggerak tetap terlibat, hanya is-
tilah programnya yang berubah,”  
ujarnya.

Di Kabupaten Buton Selatan, 
sebelumnya terdapat delapan Se-
kolah Penggerak. Seluruh sekolah 
tersebut kini masuk dalam cakupan 
program baru. Bahkan jumlah seko-
lah penerima program mengalami 
peningkatan.

Untuk pelaksanaan pembelaja-
ran mendalam dan coding, terdapat 
16 SD yang terlibat, 16 sekolah 
penerima program coding, serta 18 
sekolah yang terintegrasi melalui 
kerja sama dengan jenjang SMA. 
Sekolah yang terlibat dipilih ber-
dasarkan kriteria tertentu, khususn-
ya penerima BOS Kinerja.

ga sistem distribusi dan 
pengiriman di hilir.

Sementara itu, Wakil 
Wali Kota Baubau, 
Ir. Wa Ode Hamsinah 
Bolu, MSc, menegaskan 
bahwa ekspor langsung 
dari Pelabuhan Murhum 
merupakan lompatan 
besar bagi kemandirian 
ekonomi daerah. Sela-
ma ini, potensi ubur-
ubur lebih dari 3.000 ton 
per tahun tercatat keluar 
melalui pelabuhan luar 
daerah seperti Surabaya 
dan Makassar.

“Dengan dibukanya 
jalur ekspor langsung, 
daerah tidak hanya 
memperoleh pencatatan 
volume riil, tetapi juga 
manfaat fiskal, insentif 
keuangan, serta kontri-
busi devisa yang lebih 
jelas,”  ujar Hamsinah 
dalam keterangannya.

Ia menambahkan, 

keberhasilan ekspor per-
dana ini juga membawa 
pesan kuat bagi dunia 
usaha. Bagi investor, 
Baubau dinilai telah 
menunjukkan kesiapan 
infrastruktur dan ket-
ersediaan bahan baku. 
Bagi nelayan serta pro-
dusen, ekspor ini mem-
beri kepastian pasar dan 
harapan baru atas hasil 
produksi mereka.

Pemerintah Kota 
Baubau, lanjut Ham-
sinah, tidak berhenti 
pada komoditas ubur-
ubur. Sejumlah sek-
tor telah masuk dalam 
agenda pengembangan 
ekspor berikutnya, khu-
susnya sektor perikanan 
dan pertanian.

Komoditas yang ten-
gah diprioritaskan an-
tara lain ikan tuna segar 
grade A, lobster, rum-
put laut, serta ubi kayu 

(singkong) yang dinilai 
memiliki peluang besar 
di pasar internasional.

“Kita ingin komod-
itas unggulan daerah 
dapat dikemas dan dib-
erangkatkan langsung 
dari Baubau. Ekspor 
harus terus ditingkatkan 
dan diperluas,”  tegasn-
ya.

Kegiatan ekspor 
perdana ini turut dihadi-
ri berbagai pihak, mulai 
dari pejabat Pemerintah 
Provinsi Sultra, Sekda 
Kabupaten Buton La 
Ode Samsudin, KSOP 
Pelabuhan Murhum, 
KPPN Baubau, KPP 
Pratama, Balai Karan-
tina, Bea Cukai, Polres 
Baubau, Dinas Peri-
kanan Kota Baubau, 
Kabupaten Buton, Ka-
bupaten Buton Selatan, 
unsur penjamin mutu, 
hingga investor.(*)

berdampak pada kes-
ejahteraan sosial. Ber-
dasarkan penelitian 
LPEM FEB UI tahun 
2025, daerah yang tel-
ah mencapai UHC ter-
catat memiliki tingkat 
kesakitan lebih rendah, 
akses pelayanan kese-
hatan yang lebih baik, 
serta penurunan beban 
pengeluaran kesehatan 
rumah tangga.

“Rata-rata kunjun-
gan peserta JKN ke 
fasilitas kesehatan kini 
mencapai dua juta kun-
jungan per hari, menan-
dakan semakin terbu-
kanya akses masyarakat 
terhadap layanan kese-
hatan,”  tambahnya.

Dalam menja-
ga kualitas layanan, 
BPJS Kesehatan ter-
us memperkuat kerja 
sama dengan fasilitas 
kesehatan, mendorong 
penguatan layanan 
primer, serta mengem-
bangkan layanan dig-
ital. Berbagai kanal 
non sampai tatap muka 
telah tersedia, seperti 
Aplikasi Mobile JKN, 
layanan PANDAWA 
melalui WhatsApp 

08118165165, serta 
Care Center 165. Peser-
ta juga dapat meman-
faatkan antrean online 
dan fitur i-Care JKN 
untuk melihat riwayat 
pelayanan kesehatan.

Sebagai bentuk apre-
siasi, UHC Awards 2026 
diberikan dalam tiga 
kategori, yakni Utama, 
Madya, dan Pratama. 
Penghargaan ini dihara-
pkan dapat memoti-
vasi daerah lain untuk 
mempercepat perluasan 
perlindungan kesehatan 
melalui Program JKN.

“Capaian ini bukan 
akhir, melainkan fonda-
si awal dalam menjaga 
keberlanjutan Program 
JKN sebagai gotong 
royong seluruh anak 
bangsa,”  ujar Ghufron.

Sementara itu, Men-
teri Koordinator Bidang 
Pemberdayaan Mas-
yarakat Abdul Muhai-
minI skandar menegas-
kan bahwa Program 
JKN merupakan wujud 
nyata kehadiran nega-
ra dalam menjalankan 
amanat Undang-Un-
dang Dasar 1945.

“Program JKN me-

mastikan masyarakat ti-
dak jatuh miskin karena 
sakit. Kesehatan memi-
liki peran strategis da-
lam menjaga keberlan-
jutan bangsa,” kata Cak 
Imin.

Ia menargetkan cak-
upan kepesertaan JKN 
mencapai 99 persen 
penduduk pada 2029, 
serta menekankan bah-
wa pemerintah daer-
ah memiliki tanggung 
jawab besar dalam men-
jaga keberlanjutan dan 
kualitas layanan kese-
hatan.

“Tidak boleh ada 
daerah yang jumlah pe-
serta JKN-nya menurun. 
Selain memperluas cak-
upan, kualitas layanan 
juga harus terus diting-
katkan agar manfaat 
JKN benar-benar dira-
sakan masyarakat,” te-
gasnya.

“Pemberian UHC 
Awards 2026 dihara-
pkan menjadi pemicu 
bagi daerah yang belum 
mencapai UHC, sehing-
ga seluruh masyarakat 
Indonesia terlindungi 
dan Indonesia semakin 
sehat,” tutup Abdul Mu-
haiminI.(*)

Bupati Alvin Akawijaya Perkuat Mesin 
Birokrasi Lewat Pelantikan Sekda Definitif, La 
Ode Syamsudin Siap Kawal Program Prioritas 

Bupati Buton
Kabupaten Buton, unsur 
Forkopimda, para asis-
ten dan staf ahli bupa-
ti, kepala OPD, camat 
se-Kabupaten Buton, 
serta perwakilan per-
bankan.

Dalam sambutannya, 
Bupati Alvin menegas-
kan bahwa pengangka-
tan Sekda definitif mer-
upakan langkah strategis 
untuk memperkuat ki-
nerja pemerintahan 
daerah. Menurutnya, 
peran Sekda sangat vi-
tal dalam memastikan 
jalannya roda birokrasi 
berjalan efektif dan pro-
fesional.

Pelantikan ini juga 
diharapkan dapat mem-
percepat realisasi pro-
gram-program prioritas 
daerah serta meningkat-
kan kualitas pelayanan 
publik kepada mas-
yarakat.

Bupati Alvin men-
yampaikan harapannya 
agar Sekda yang baru 
mampu bekerja lebih 
fokus dan responsif da-
lam menghadapi berb-
agai tantangan yang dih-

mendukung pembangu-
nan akses infrastruktur 
menuju lokasi Sekolah 
Garuda di Kabupaten 
Konawe Selatan. Salah 
satu bentuk dukungan 
konkret ialah rencana 
pelebaran jalan yang 
ditargetkan mulai dilak-
sanakan pada Maret 
2026.

Selain infrastruktur, 
pemerintah daerah juga 
mendorong agar alum-
ni Sekolah Garuda di 
masa mendatang dapat 
kembali mengabdi dan 
berkontribusi dalam 
pembangunan daerah 
sebagai bagian dari pen-
guatan ekosistem SDM 
lokal.

Gubernur Andi Su-
mangerukka menegas-
kan bahwa dukungan 

Pemprov Sultra tidak 
hanya bersifat simbolik, 
melainkan diwujudkan 
melalui berbagai kebija-
kan strategis. Ia menilai 
Program Sekolah Garu-
da merupakan kebutu-
han masyarakat dalam 
rangka meningkatkan 
kualitas sumber daya 
manusia.

“Pemerintah Provin-
si Sulawesi Tenggara 
mendukung sepenuhnya 
Program Sekolah Garu-
da karena merupakan 
kebutuhan masyarakat 
dalam rangka pening-
katan kualitas sumber 
daya manusia,”  ujar 
Andi Sumangerukka.

Sebagai bentuk kese-
riusan, Pemprov Sultra 
juga menyiapkan pro-
gram beasiswa gratis 
bagi mahasiswa ber-

prestasi yang melanjut-
kan studi di perguruan 
tinggi negeri maupun 
luar negeri. Program ini 
menjadi bagian dari in-
vestasi jangka panjang 
pembangunan SDM 
daerah.

Pada tahap awal, 
beasiswa tersebut akan 
diberikan kepada 100 
orang dari target ke-
seluruhan sebanyak 
1.000 penerima. Pro-
gram ini dirancang un-
tuk menjangkau lebih 
banyak generasi muda 
potensial Sulawesi 
Tenggara.

Dukungan lainnya 
adalah rencana pemban-
gunan sekolah unggulan 
pada jenjang SD, SMP, 
dan SMA yang akan 
menopang implemen-
tasi Sekolah Garuda di 

mendukung program 
tersebut. Ia berharap 
gubernur dapat ter-
us mengawal proses 
pembangunan Seko-
lah Garuda, khususnya 
pada aspek keamanan, 
pemberdayaan mas-
yarakat lokal, serta pel-
aporan perkembangan 
secara berkala.

Menurut Prof. Bri-
an, audiensi tersebut 

menjadi langkah positif 
dalam memastikan ke-
lancaran pelaksanaan 
Program Sekolah Garu-
da. Ia juga menyam-
paikan rencana untuk 
melakukan kunjungan 
kerja ke Sulawesi Teng-
gara guna meninjau 
langsung progres pem-
bangunan di Kabupaten 
Konawe. (*)

Program tersebut telah dilaksanakan 
selama tiga bulan, mulai Agustus hingga 
Desember 2025. Namun, untuk kelanjutan 
pada tahun 2026, pihak Dinas Pendidikan 
masih menunggu kepastian kebijakan lan-
jutan karena proses penyusunan DPA dan 
perencanaan anggaran masih berlangsung.

Dukungan terhadap transformasi dig-
ital pendidikan juga diperkuat dengan 
adanya bantuan perangkat Smart TV dari 
pemerintah pusat. La Amiru menyebut 
hampir seluruh sekolah di Buton Selatan, 
mulai dari TK, SD hingga SMP, telah me-
nerima bantuan tersebut.

“{Smart TV menjadi sarana penting 
untuk mendukung pembelajaran digi-
tal, termasuk implementasi coding dan 
pembelajaran mendalam. Sebagian se-
kolah sudah mulai memanfaatkannya se-
jak 2025 dan akan lebih maksimal pada 
2026,”  jelasnya.

Sementara itu, Rusmin juga mengung-
kapkan bahwa kebijakan pendidikan nasi-
onal tahun 2026 mengusung tujuh fokus 
utama, yakni redistribusi guru ASN, pem-
baruan manajemen kinerja guru dan kepa-
la sekolah, transformasi Sistem Pener-
imaan Murid Baru (SPMB), penguatan 
pendidikan karakter, penerapan deep 
learning, pengenalan coding dan AI, ser-
ta penerapan Tes Kemampuan Akademik 
(TKA).

“TKA nantinya akan diikuti siswa 
kelas 6 SD dan kelas 9 SMP sebagai in-
strumen evaluasi nasional, menggantikan 
ujian nasional yang sebelumnya dihapus,”  
kata Rusmin.

Pemerintah daerah berharap, imple-
mentasi kebijakan dan program baru 
tersebut dapat memperkuat kualitas pen-
didikan di Buton Selatan, baik dari aspek 
akademik, karakter, maupun literasi digi-
tal peserta didik.(*)

adapi Kabupaten Buton 
saat ini.

“Saya harap Buton 
akan lebih baik lagi dari 
sisi keuangan dan sum-
ber daya manusia,” ujar 
Bupati dalam sambu-
tannya.

Ia juga menekankan 
pentingnya peran Sek-
da dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi 
masyarakat serta mem-
bangun suasana kerja 
yang sehat di lingkun-
gan pemerintahan. “In-
syaallah kita akan men-
capai itu semua. Saya 
ingin kita semua baha-
gia,”tambahnya.

Selain itu, Bupati 
Alvin mengingatkan 
seluruh jajaran agar 
bekerja profesional dan 
tidak pernah menca-
tut nama Bupati untuk 
kepentingan jabatan 
maupun kepentingan 
pribadi.

Usai pelantikan, La 
Ode Syamsudin men-
yampaikan rasa syukur 
atas kepercayaan yang 
diberikan kepadanya. 
Ia juga menyampaikan 

terima kasih kepada 
Bupati Buton, Guber-
nur, serta seluruh pihak 
yang telah memberikan 
dukungan.

“Insya Allah amanah 
ini akan saya jaga den-
gan penuh rasa tang-
gung jawab,” kata La 
Ode Syamsudin kepada 
awak media.

Ia menegaskan bah-
wa sebagai Sekda, tu-
gas utamanya adalah 
membantu Bupati da-
lam mengoordinasikan 
perangkat daerah serta 
memastikan program 
pemerintah berjalan 
efektif, terutama dalam 
mendorong pertumbu-
han ekonomi daerah 
di tengah keterbatasan 
fiskal.

Lebih lanjut, mantan 
Kepala Dinas Kebu-
dayaan Kabupaten Bu-
ton itu juga menyatakan 
komitmennya untuk 
membangun kolaborasi 
dengan seluruh elemen, 
termasuk insan pers. 
“Saya akan berkolab-
orasi dengan semua pi-
hak,” tutupnya.(*)



PARLEMEN-POLITIK-PEMERINTAHAN2
BAUB AU POSTJumat, 30  Januari 2026 www.baubaupost.com

SURABAYA- Kota 
Surabaya resmi mem-
bentuk Satuan Tugas 
(Satgas) Penindakan 
Premanisme dan Mafia 
Tanah sebagai langkah 
menjaga keamanan 
serta kepastian hukum 
di Kota Pahlawan, 
dengan apel perdana 
yang dilaksanakan di 
Taman Surya Balai 
Kota Surabaya pada 
Senin (5/1).

Satgas ini mer-
upakan gabungan un-
sur Pemerintah Kota 
(Pemkot) Surabaya, 
TNI, Polri, Kejaksaan, 
hingga Pengadilan 
Negeri (PN).

Wali Kota Suraba-
ya Eri Cahyadi men-
egaskan penyelesaian 
sengketa tanah tidak 
boleh dilakukan den-
gan cara-cara yang 
melanggar hukum. 
Menurutnya, seluruh 
persoalan pertanah-
an dapat diselesaikan 
melalui musyawarah 
dan mekanisme hu-
kum yang berlaku, bu-
kan dengan tindakan 
sepihak.

“Kita siapkan pos-
ko di masing-masing 
wilayah, Surabaya 
Barat, Timur, Utara, 
Selatan, dan Pusat. 
Saya juga mohon ke-
pada warga Surabaya, 
kalau ada permasala-
han sengketa tanah, 
kita ada Satgas Mafia 
Tanah dan Satgas Pen-
anganan Premanisme, 
karena negara kita ini 
negara hukum,” kata 
Eri, Rabu (28/1).

Ia juga menyoro-
ti praktik intimidasi 
yang kerap muncul 
dalam konflik per-
tanahan. Keberadaan 
Satgas ini diharapkan 
mampu menghenti-
kan tindakan tersebut 
sekaligus memastikan 
penyelesaian sengke-
ta berjalan adil sesuai 
hukum.

“Jangan menggu-
nakan kekuatan lain-
nya, jangan menggu-

Surabaya Resmi Miliki Satgas Anti 
Premanisme dan Mafia Tanah

paikan Dandim 0830/
Surabaya Kolonel In-
fanteri Bambang Ra-
ditya. Ia memastikan 
Surabaya tidak akan 
memberi ruang bagi 

Laporan: Alwan nakan pihak-pihak 
lainnya. Sehingga ti-
dak ada premanisme 
di Kota Surabaya,” 
ujarnya.

Eri pun mengajak 
masyarakat untuk ak-
tif melaporkan setiap 
dugaan premanisme 
maupun mafia tanah. 
Dengan pelaporan 
yang cepat, ia berharap 
tidak ada lagi konflik 
pertanahan yang mer-
ugikan masyarakat di 
kemudian hari.

“Saya mohon kepa-
da warga Surabaya un-
tuk berani melapor,” 
pesannya.

Satgas Peninda-
kan Premanisme dan 
Mafia Tanah ber-
fungsi menindak 
segala bentuk ke-
kerasan dan pemak-
saan dalam sengketa 
tanah. Pemkot Sura-
baya juga membuka 
layanan pengaduan 
masyarakat melalui 
hotline 08170013010 
serta Command Cen-
ter (CC) 112.

“Siapa yang mem-
buat suasana Surabaya 
tidak tenang dengan 
kekerasan, dengan pe-
maksaan, maka Satgas 
penanganan preman-
isme ini akan turun,” 
kata Eri.

Hingga 28 Februari 
2026, Satgas telah me-
nerima puluhan lapo-
ran dari masyarakat. 
Dari jumlah tersebut, 
81 laporan berkaitan 
dengan tanah dan 14 
lainnya dugaan prak-
tik premanisme. Se-
lain melalui hotline, 
masyarakat juga dapat 
menyampaikan pen-
gaduan dengan men-
datangi Posko Satgas 
yang berlokasi di Jalan 
Sedap Malam atau 
melalui kantor kelura-
han setempat.

Wali Kota Eri men-
jelaskan kelurahan 
diberikan waktu mak-
simal 2x24 jam untuk 
menindaklanjuti dan 
menyelesaikan lapo-
ran bersama Satgas 
Mafia Tanah.

“Kelurahan memi-
liki waktu 2x24 jam 
untuk menyelesaikan 
laporan bersama Sat-
gas Mafia Tanah. Mari 
kita jaga kota ini ber-
sama-sama. Suraba-
ya adalah kota yang 
berlandaskan hukum, 
dan negara kita adalah 
negara hukum,” ujarn-
ya.

Komitmen menjaga 
kondusifitas Surabaya 
sebelumnya juga dite-
gaskan dalam kegia-
tan “Deklarasi Sura-
baya Bersatu” yang 
digelar di halaman 
Balai Kota Surabaya 
pada akhir tahun lalu. 
Kegiatan deklara-
si ini diikuti Forum 
Koordinasi Pimpinan 
Daerah (Forkopimda) 
Kota Surabaya, ber-
sama ribuan warga 
dari berbagai latar be-
lakang suku, agama, 
dan organisasi mas-
yarakat (Ormas).

Dalam kesempa-
tan itu, Kepala Staf 
Komando Garnisun 
Tetap (Kaskogartap) 
III/Surabaya Brigjen 
TNI (Mar) Danuri me-
nekankan pentingnya 
kebersamaan seluruh 
elemen dalam men-
jaga keamanan Kota 
Pahlawan.

“Kita menging-
inkan satu komitmen 
bersama. Surabaya 
harus aman, Surabaya 
harus nyaman. Beri-
kan kesempatan dan 
peluang kepada wali 
Kota Surabaya untuk 
mewujudkan itu,” kata 
Brigjen TNI (Mar) 
Danuri.

Ia menambahkan, 
seluruh pihak harus 
menjunjung suprema-
si hukum dalam setiap 
tindakan.

“Hukum adalah 
panglima tertinggi. 
Tidak ada hukum rim-
ba, tidak ada hukum 
keinginan kita,” katan-
ya.

Sementara itu, 
Wakil Komandan Pas-
mar 2 Brigjen TNI 
(Mar), Arinto Beny 

Sarana, menyatakan 
kesiapan penuh Korps 
Marinir dalam men-
dukung upaya pember-
antasan premanisme di 
Surabaya.

“Tugas kita bersa-
ma mewujudkan Kota 
Surabaya nyaman, 
aman, dan tertib. Bu-
kan tugasnya TNI-Pol-
ri saja, tapi seluruh 
komponen bangsa,” 
kata Beny.

Ia menyampaikan, 
Korps Marinir siap 
mendukung langkah 
tegas Wali Kota Eri 
Cahyadi dalam mem-
berantas premanisme. 
Bahkan, pihaknya siap 
menerjunkan 10 ribu 
prajurit Marinir untuk 
membantu menjaga 
kondusifitas Surabaya.

“Ada 10 ribu praju-
rit saya yang tergelar 
di sini. Jadi kita ber-
sama-sama komponen 
dan seluruh elemen 
masyarakat, mewu-
judkan Kota Surabaya 
nyaman, aman, tert-
ib, bukan hanya bagi 
warga Surabaya, tapi 
bagi para pengunjung 
pun ikut nyaman kalau 
hadir di Surabaya,” tu-
turnya.

K a p o l r e s t a b e s 
Surabaya Kombes Pol. 
Luthfi Sulistyawan 
menilai deklarasi 
Surabaya Bersatu ini 
menjadi simbol kuat-
nya persatuan seluruh 
elemen masyarakat di 
Kota Pahlawan.

“Kita semua sepa-
kat, kita adalah satu, 
warga Kota Surabaya. 
Tidak boleh ada sekat-
sekat asal-usul, suku, 
maupun agama,” ujar 
Luthfi.

Luthfi juga memas-
tikan tidak ada pihak 
yang kebal hukum dan 
setiap pelanggaran 
akan ditindak tegas 
sesuai aturan. “Seti-
ap aksi anarkis, peru-
sakan, dan main hakim 
sendiri akan diproses 
secara hukum secara 
tegas dan konsisten,” 
tegasnya.

Hal senada disam-

segala bentuk intim-
idasi dan pemaksaan 
kehendak. “Mas-
yarakat juga diimbau 
tidak mudah terprovo-

kasi informasi media 
sosial yang belum ten-
tu benar karena hanya 
memperbesar perpeca-
han,” pungkasnya.(*)

JAKARTA- Wakil 
Ketua Komisi VIII 
DPR RI dari Frak-
si PDIP Abidin Fikri 
mengingatkan pemer-
intah mempercepat 
pembangunan gedung 
baru untuk Sekolah 
Rakyat.

Ia mengatakan saat 
ini banyak Sekolah 
Rakyat di Sentra dan 
Balai Kementerian So-
sial yang sudah kelebi-
han kapasitas.

Abidin telah men-
yampaikan usulan ini 
saat rapat bersama 
Menteri Sosial Saiful-
lah Yusuf (Gus Ipul) 
kemarin.

“Yang kami kun-
jungi di sekolah 
rakyat, khususnya di 
sentra-sentra itu sudah 
over capacity. Artinya, 
tidak memungkinkan 
lagi pada tahun ajar 
baru dia menerima mu-
rid,” kata Abidin da-
lam keterangan tertu-
lis, Rabu (28/1/2026).

Ia menjelaskan 

DPR Minta Percepatan Pembangunan 
Gedung Sekolah Rakyat

siswa yang saat ini be-
rada di kelas 1 SMP 
atau SMA akan naik 
ke kelas 2. Namun, 
kelas baru untuk siswa 
kelas 1 tidak tersedia 
karena keterbatasan 
ruang belajar.

Abidim khawa-
tir pada tahun ajaran 
2026 tidak ada pener-
imaan siswa baru lan-
taran tidak tersedia ru-
ang kelasnya.

“Kalau tidak ada 
akselerasi pembentu-
kan sekolah rakyat di 
kabupaten-kabupaten 
yang itu kewenangan 
di Kementerian PU, 
itu nanti tahun depan 
dia naik kelas 2, nggak 
ada lagi kelas satunya. 
Tolong dipikirkan itu 
agar ini nggak stuck,” 
ujarnya.

Abidin juga me-
nekankan pentingn-
ya memetakan secara 
jelas antara sekolah 
yang ada di sentra dan 
yang bekerja sama. 
Hal itu penting agar 

pemerintah dapat me-
mastikan kapasitas 
sekolah cukup untuk 
menampung siswa 
baru.

Ia mencontoh-
kan beberapa sekolah 
rakyat yang beker-
ja sama, misalnya di 
Bekasi dengan Pangu-
di Luhur, sudah memi-
liki skema penerimaan 
siswa baru.

Namun, sekolah 
yang berada di sen-
tra seringkali sudah 
penuh, sehingga ta-
hun depan tidak bisa 
menambah siswa kelas 
1.

“Tahun ajaran 
(baru) kan bulan Juli. 
Jadi yang di sentra itu 
kelas 1 SMA akan naik 
menjadi kelas 2. Begi-
tu juga yang SMP akan 
naik kelas 2. Kalau 
sekolah rakyat di sen-
tra-sentra itu tidak bisa 
menampung, berarti 
tidak akan ada pener-
imaan siswa baru, ini 
yang harus dipikir-
kan,” katanya. (*)

Laporan: Hamid

J A K A RTA - P D I 
Perjuangan merespons 
soal isu kocok ulang 
kabinet atau reshuffle 
yang menguat dalam 
beberapa waktu tera-
khir.

Juru bicara PDI 
Perjuangan Guntur 
Romli berharap jika 
reshuffle benar-benar 
dilakukan, keputusan 
tersebut didasarkan 
pada kinerja ment-
eri dan kepentingan 
rakyat, bukan pertim-
bangan politik.

“Kami harapkan 
kalaupun terjadi re-
shuffle, itu memang 
benar-benar atas dasar 
pertimbangan kiner-
ja dan kepentingan 
rakyat secara riil ya. 
Bukan bagi-bagi ja-
batan, bukan kalkulasi 
politik, bukan pengali-
han isu,” kata Guntur 

Soal Isu Reshuffle Kabinet, PDIP Beri 
Catatan untuk Pemerintah

dalam Inside Politics 
CNN Indonesia TV, 
Selasa (27/1) malam.

Menurutnya, pres-
iden pasti memili-
ki berbagai laporan 
tentang kinerja para 
menterinya. Ia me-
wanti-wanti jangan 
sampai menteri yang 
diganti adalah mereka 
yang memiliki tingkat 
kepuasan tinggi.

“Jangan sampai 
yang diganti misalnya 
itu yang kepuasannya 
tinggi malah diganti, 
karena dia mungkin 
tidak punya dukungan 
politik yang kuat atau 
alasan politik malah 
diganti dan juga yang 
disorot oleh publik 
malah tetap dipertah-
ankan,” ujarnya.

Ia mengatakan dari 
percakapan publik dan 
hasil survei, sudah 
terlihat kementerian 

mana yang kepuasann-
ya rendah dan tinggi.

“Nah kita juga nan-
ti akan melihat, meski-
pun ini adalah hak 
prerogatif Presiden, 
tapi kan masyarakat 
yang akan merasakan 
sendiri dari perubahan 
kebijakan tersebut,” 
ujarnya.

Dalam kesempa-
tan yang sama, Kepa-
la Staf Kepresidenan 
(KSP) M Qodari men-
gatakan evaluasi pasti 
dilakukan presiden ke-
pada menterinya ter-
kait program-program 
prioritas.

Evaluasi itu bisa 
berbentuk rekomenda-
si, saran arahan atau 
instruksi.

“Tetapi dalam 
konteks tertentu dan 
mungkin dalam time-
line tertentu bisa saja 
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JAKARTA, BP-” 
Komitmen Pemerin-
tah Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Pemprov 
Sultra) dalam mem-
perluas akses layanan 
kesehatan kembali 
mendapat pengakuan 
nasional setelah daer-
ah ini meraih UHC 
Award 2026 kategori 
Madya dengan capaian 
Universal Health Cov-
erage (UHC) sebesar 
89,65 persen peserta 
aktif.

P e n g h a r g a a n 
tersebut diserahkan 
langsung oleh Menteri 
Koordinator Bidang 
Pemberdayaan Mas-
yarakat kepada Guber-
nur Sulawesi Tengga-
ra, Mayjen TNI (Purn) 
Andi Sumangerukka, 
dalam acara Deklara-
si dan Pencanangan 
UHC serta Penghar-
gaan Pemerintah Daer-
ah Tahun 2026 yang 
digelar di JIExpo Ke-
mayoran, Jakarta, Se-
lasa (27/1/2026).

Pengakuan tersebut 
menjadi bukti keber-

Program JKN Berjalan Efektif, 
Gubernur Sultra ASR Terima 

Penghargaan UHC Award 2026

Laporan: Mashuri

SULTRA, BP-Su-
lawesi Tenggara 
mencetak tonggak baru 
dalam perdagangan 
internasional setelah 
berhasil melaksanakan 
direct ekspor perdana 
feronikel ke Tiong-
kok melalui Kendari 
New Port. Sebanyak 
46 kontainer den-
gan muatan 1.015,16 
metrik ton feronikel 
senilai USD 2,95 juta 
atau setara Rp49,49 
miliar resmi diberang-
katkan ke Pelabuhan 
Lianyungang, Rabu 
(28/1/2026).

Keberhasilan ek-
spor langsung ini 
dinilai sebagai bukti 
kesiapan infrastruktur 

Gubernur Lepas Ekspor Perdana Feronikel ke Tiongkok 
Bukti Kesiapan Industri dan Pelabuhan Sultra

Selain aspek 
ekonomi, Gubernur 
Andi Sumangeruk-
ka juga menekankan 
pentingnya menjaga 
keseimbangan antara 
pembangunan indus-
tri dan kelestarian 
lingkungan. Ia me-
minta seluruh pelaku 
usaha menjalankan 
tanggung jawab so-
sial perusahaan ser-
ta memberdayakan 
masyarakat sekitar 
wilayah operasional.

Keberhasilan direct 
ekspor ini sekaligus 
memperkuat posisi 
Sulawesi Tenggara 
sebagai simpul strate-
gis dalam mendukung 
kebutuhan bahan baku 

SULTRA, BP-Upa-
ya menghadirkan kaji-
an ilmiah yang objek-
tif dalam merespons 
dinamika wacana 
publik mendorong Di-
nas Komunikasi dan 
Informatika (Komin-
fo) Provinsi Sulawesi 
Tenggara menjajaki 
kolaborasi strategis 
dengan Balai Bahasa 
Sultra serta Universi-
tas Halu Oleo (UHO).

Pelaksana Tugas 
(Plt.) Kepala Dinas 
Kominfo Sultra, Andi 
Syahrir, menegaskan 
bahwa ruang publik 
saat ini dipenuhi berb-
agai narasi yang kerap 
memicu kebisingan in-
formasi, konflik tafsir, 
hingga potensi dishar-
moni sosial. Karena 
itu, menurutnya, pe-
merintah daerah mem-
butuhkan dukungan 
pandangan akademik 
yang jernih dan berba-
sis ilmu pengetahuan.

Sebagai tindak lan-
jut, Kominfo Sultra 
menggagas pemben-
tukan kelompok kerja 
(pokja) lintas institusi 
yang akan melibatkan 
Balai Bahasa, Fakultas 
Hukum, dan Fakultas 
Ilmu Budaya UHO. 
Pokja ini dirancang 
menjadi wadah kajian, 
edukasi publik, serta 
analisis ilmiah terha-
dap persoalan kebaha-
saan dan wacana yang 
berkembang di media 
massa maupun media 
sosial.

Gagasan tersebut 
mendapat sambutan 
positif dari lingkun-
gan akademik. Dekan 
Fakultas Ilmu Budaya 
UHO, Dr. Akhmad 
Marhadi, S.Sos., 
M.Si., menilai inisiat-
if ini sebagai langkah 

Linguistik Forensik Jadi Fokus Kerja 
Sama Kominfo Sultra dan UHO

hasilan Pemprov Sul-
tra dalam menjalankan 
Program Jaminan Kes-
ehatan Nasional (JKN) 
secara berkelanjutan 
dan inklusif, seka-
ligus mempertegas 
komitmen pemerintah 
daerah dalam mem-
berikan perlindungan 
kesehatan bagi seluruh 
lapisan masyarakat.

Berdasarkan data 
per 1 Desember 2025, 
cakupan peserta aktif 
JKN di Sulawesi Teng-
gara tercatat mencapai 
2.553.935 jiwa atau 
setara dengan 89,65 
persen. Dari jumlah 
tersebut, sebanyak 
602.806 peserta mer-
upakan Penerima Ban-
tuan Iuran (PBI) yang 
pembiayaannya ber-
sumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Be-
lanja Daerah (APBD).

Jika dibandingkan 
dengan tahun sebel-
umnya, capaian terse-
but menunjukkan tren 
peningkatan. Pada 
tahun 2024, cakupan 
UHC Sultra bera-
da pada angka 86,04 
persen dengan total 

2.430.237 peserta ak-
tif, sementara peser-
ta PBI yang didanai 
APBD tercatat seban-
yak 559.993 orang.

Gubernur Andi Su-
mangerukka menilai 
capaian tersebut tidak 
terlepas dari sinergi 
berbagai pihak, baik 
pemerintah, pemangku 
kepentingan, maupun 
masyarakat.

“Capaian ini mer-
upakan wujud nyata 
semangat gotong roy-
ong dalam memban-
gun masyarakat Su-
lawesi Tenggara yang 
maju, aman, sejahtera, 
dan religius,”  ujar Gu-
bernur.

Ia menegaskan 
bahwa Pemprov Sul-
tra akan terus mem-
perkuat komitmen 
dalam menjamin per-
lindungan kesehatan 
masyarakat, sekaligus 
menargetkan pening-
katan cakupan peserta 
aktif hingga 95 persen 
agar Sulawesi Tengga-
ra dapat masuk ke kat-
egori UHC Utama.

Sebagai bagian dari 
strategi pencapaian 

target tersebut, Dinas 
Kesehatan Provinsi 
Sultra akan melaku-
kan pembenahan dan 
pemutakhiran data 
kepesertaan BPJS 
Kesehatan agar leb-
ih akurat, valid, dan 
terintegrasi dengan 
sistem nasional.

Selain pembenahan 
data, Pemprov Sultra 
juga mendorong pen-
guatan Program JKN 
melalui peningkatan 
literasi kesehatan, per-
luasan akses layanan, 
pemanfaatan teknologi 
digital, serta pengua-
tan kolaborasi dengan 
sektor swasta.

Namun demikian, 
pemerintah mene-
gaskan bahwa keber-
hasilan program JKN 
tidak hanya bergan-
tung pada peran pe-
merintah dan pemberi 
kerja. Kesadaran mas-
yarakat, khususnya 
peserta mandiri, da-
lam membayar iuran 
secara tertib dinilai 
menjadi faktor kunci 
dalam menjaga ke-
berlangsungan sistem 
perlindungan keseha-
tan nasional.(*)

Laporan: Lisna logistik daerah ser-
ta kemajuan industri 
pengolahan nikel Su-
lawesi Tenggara dalam 
memasuki rantai perd-
agangan global tanpa 
perantara pelabuhan 
luar daerah.

Pelepasan ekspor 
dilakukan langsung 
oleh Gubernur Su-
lawesi Tenggara, May-
jen TNI (Purn.) Andi 
Sumangerukka, di 
Terminal Peti Kemas 
Kendari New Port. 
Dalam sambutannya, 
gubernur menekankan 
bahwa capaian terse-
but harus memberi 
dampak nyata bagi 
pertumbuhan ekonomi 
dan kesejahteraan 
masyarakat.

“Ekspor perdana 

ini membuktikan bah-
wa sistem industri, 
pelabuhan, dan lo-
gistik kita semakin 
siap dan kompetitif. 
Namun, manfaat ter-
pentingnya harus dira-
sakan langsung oleh 
masyarakat Sulawesi 
Tenggara,” ujar Andi 
Sumangerukka.

Ekspor ini merupa-
kan hasil kolaborasi 
strategis antara PT 
Pelabuhan Indonesia 
(Persero) Regional 
IV Kendari dan PT 
Winarapan. Sinergi 
tersebut dipandang se-
bagai model kemitraan 
yang mampu mem-
perkuat posisi Sulawe-
si Tenggara dalam 
jaringan industri dan 
perdagangan interna-
sional, khususnya sek-

tor pertambangan dan 
pengolahan nikel.

Menurut gubernur, 
Sulawesi Tenggara 
memiliki cadangan 
mineral yang sangat 
besar, terutama nikel, 
sehingga pengelolaan-
nya harus dilakukan 
secara bijak, berke-
lanjutan, dan berpi-
hak pada kepentingan 
daerah.

Ia menegaskan, pe-
merintah provinsi ti-
dak lagi menginginkan 
ekspor bahan mentah 
tanpa nilai tambah. 
Hilirisasi industri ha-
rus diarahkan untuk 
menciptakan lapan-
gan kerja, mendorong 
transfer teknologi, ser-
ta meningkatkan kes-
ejahteraan masyarakat 
lokal.

industri global. Posisi 
geografis dan kesia-
pan pelabuhan dinilai 
membuka peluang leb-
ih luas bagi peningka-
tan volume ekspor ke 
berbagai negara.

Pemerintah Provin-
si Sulawesi Tengga-
ra, lanjut gubernur, 
akan terus berupaya 
menciptakan iklim 
investasi yang kondu-
sif dengan memberi-
kan kepastian hukum, 
menjaga stabilitas 
daerah, serta mem-
perkuat koordinasi 
dengan pemerintah 
pusat dan dunia usaha.

Pada kesempatan 
tersebut, gubernur 
juga menyampaikan 
apresiasi kepada pe-

merintah pusat atas 
dukungan kebijakan, 
kepada investor atas 
kepercayaan berin-
vestasi di Sultra, serta 
kepada seluruh pihak 
yang berkontribusi 
dalam terwujudnya 
ekspor langsung per-
dana tersebut.

Pemerintah daer-
ah berharap, capaian 
ini menjadi awal dari 
pertumbuhan ekspor 
yang berkelanjutan, 
perluasan pasar in-
ternasional, serta ma-
suknya investasi baru 
yang mampu memper-
cepat pembangunan 
ekonomi dan mening-
katkan kesejahteraan 
masyarakat Sulawesi 
Tenggara.(*)

strategis yang relatif 
baru dan membuka 
ruang kontribusi aka-
demik yang lebih luas 
bagi dunia kampus 
dalam mendukung ke-
butuhan pemerintah 
daerah.

“Kami sangat terbu-
ka terhadap kolaborasi 
ini. Selain bermanfaat 
bagi pengembangan 
akademik, kerja sama 
ini juga dapat mem-
berikan kontribusi 
nyata bagi masyarakat 
dan pemerintah daer-
ah,”  ujarnya.

Dukungan serupa 
disampaikan Dekan 
Fakultas Hukum UHO, 
Dr. Guasman Tatawu, 
S.H., M.H. Ia men-
yatakan bahwa dunia 
akademik memiliki 
tanggung jawab moral 
untuk terlibat dalam 
memberi tafsir ilmiah 
terhadap isu-isu ke-
bahasaan yang kerap 
bersinggungan dengan 
persoalan hukum.

“Kami siap berko-
laborasi. Dalam prak-
tik hukum, tidak selalu 
terdapat tafsir tunggal, 
sehingga dialog aka-
demik menjadi sangat 
penting untuk mema-
hami isu secara lebih 
komprehensif,”  ka-
tanya.

Komitmen kerja 
sama tersebut diba-
ngun melalui rang-
kaian kunjungan kerja 
yang dilakukan Plt. 
Kadis Kominfo Sul-
tra pada akhir Januari 
2026. Pada Senin, 27 
Januari 2026, Andi 
Syahrir mengunjungi 
Balai Bahasa Provin-
si Sulawesi Tenggara, 
disusul kunjungan ke 
Fakultas Hukum dan 
Fakultas Ilmu Budaya 
UHO pada Selasa, 28 

Januari 2026.
Di Balai Bahasa 

Sultra, Andi Syahrir 
disambut langsung 
oleh Kepala Balai Ba-
hasa, Dewi Pridayanti, 
bersama jajaran. Per-
temuan tersebut mem-
bahas peluang kerja 
sama dalam penguatan 
kebijakan kebahasaan, 
termasuk pengembangan 
kajian linguistik foren-
sik.

Dewi Pridayanti 
menyampaikan bahwa 
Balai Bahasa Sultra pada 
prinsipnya sangat terbu-
ka terhadap kerja sama 
lintas lembaga, khusus-
nya dalam mendukung 
peningkatan kualitas ko-
munikasi publik pemer-
intah daerah.

Ia bahkan menegas-
kan bahwa Balai Bahasa 
Sultra siap memberikan 
layanan kebahasaan, 
seperti telaah dokumen, 
pendampingan bahasa, 
hingga pelatihan keba-
hasaan kepada instansi 
pemerintah tanpa di-
pungut biaya.

Lebih jauh, Dewi 
berharap kolaborasi 
yang terbangun nantin-
ya tidak hanya berfokus 
pada linguistik forensik, 
tetapi juga turut men-
dorong implementasi 
Trigatra Bangun Baha-
sa, yakni mengutamakan 
bahasa Indonesia, mele-
starikan bahasa daerah, 
serta menguasai bahasa 
asing.

Melalui sinergi antara 
pemerintah daerah dan 
dunia akademik tersebut, 
Kominfo Sultra berharap 
dapat memperkuat kual-
itas literasi publik serta 
menghadirkan ekosistem 
komunikasi yang lebih 
sehat, rasional, dan ber-
basis keilmuan di ruang 
publik digital.(*)
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BUTON SELA-
TAN, BP-“ Tingkat 
kepuasan masyarakat 
terhadap pelayanan 
perizinan di Kabupat-
en Buton Selatan men-
capai angka 90 hingga 
95 persen sepanjang 
tahun 2025. Capaian 
tersebut tercantum 
dalam laporan kiner-
ja akhir tahun Dinas 
Penanaman Modal 
dan Pelayanan Ter-
padu Satu Pintu (DP-
MPTSP) dan menjadi 
indikator keberhasilan 
pelayanan publik di 
sektor perizinan.

Kepala DPMPTSP 
Kabupaten Buton Se-
latan, Muhammad 
Thahir, menegaskan 
bahwa tingginya ting-
kat kepuasan mas-
yarakat tidak terlepas 
dari komitmen insti-
tusinya dalam mem-
berikan pelayanan 
yang profesional, 
transparan, serta be-
bas pungutan. Ia 
menyebut pelayanan 
perizinan di instan-
sinya tidak dipungut 
biaya apa pun.

“Moto kami adalah 
profesional, amanah, 
senyum, dan tan-
pa memungut biaya 
alias gratis. Ini ben-
tuk komitmen kami 
sebagai aparatur sipil 
negara dalam me-
layani masyarakat,” 
ujar Thahir.

Selain kualitas pe-
layanan, kinerja DP-
MPTSP juga tercer-
min dari pertumbuhan 
jumlah pelaku usaha di 
daerah tersebut. Ber-

Sepanjang Tahun 2025 Kepuasan 
Layanan DPMPTSP Busel Capai 95 

Persen, UMK Buton Selatan Tumbuh, 
Jumlah Pelaku Usaha Tembus 4.600

BUTON SELA-
TAN, DT - Dinas 
Perdagangan dan Per-
industrian (Disper-
indag)  Kabupaten 
Buton Selatan tetap 
optimistis penerimaan 
retribusi pasar pada 
2026 dapat kemba-
li melampaui target, 
meskipun menghadapi 
keterbatasan angga-
ran dan berkurangnya 
dukungan operasional 
di tingkat lapangan.

Kepala Dinas Per-
dagangan dan Perin-
dustrian Buton Sela-
tan, Drs. Ganefo, M.H, 
mengungkapkan bah-
wa pada tahun 2025 
realisasi penerimaan 
retribusi pasar berha-
sil menembus angka 
lebih dari Rp150 juta, 
jauh di atas target yang 
ditetapkan sebesar 
Rp100 juta.

Capaian tersebut 
dinilai sebagai indika-
tor adanya perbaikan 
dalam pengelolaan 
pasar rakyat, sekaligus 
mencerminkan poten-
si pendapatan daerah 
yang masih dapat ter-
us dioptimalkan apa-
bila tata kelola pasar 
diperkuat.

Namun demiki-
an, Ganefo menga-
kui masih terdapat 
sejumlah pasar yang 
belum berkontribu-
si maksimal terhadap 
penerimaan. Pas-
ar Lapola dan Pasar 
Mambulu, misalnya, 
masih menghadapi 
persoalan rendahnya 
tingkat pemanfaatan 
los oleh pedagang.

“Tidak semua los 
digunakan secara ak-
tif. Ada yang terdaft-
ar, tetapi tidak men-
jalankan kegiatan jual 
beli,” ujar Ganefo 
saat ditemui di ru-
ang kerjanya, Kamis 

Retribusi Pasar Buton Selatan 
Tembus Rp150 Juta pada 2025,

 Disperidag Konsen Tertibkan Los 
Mangkrak demi Dongkrak Pendapatan 

Daerah Tahun 2026

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Buton Selatan, Drs. 
Ganefo, M.H,

Laporan:Firman (29/1/2026).
Ia menjelaskan 

bahwa tarif retribusi 
telah ditetapkan se-
cara proporsional ber-
dasarkan ukuran los. 
Los berukuran 2 x 2,5 
meter dikenakan tarif 
Rp25.000 per bulan, 
sedangkan los be-
rukuran sekitar 3 x 3,5 
meter dikenakan tarif 
Rp45.000 per bulan.

Persoalan utama 
yang sering terjadi 
adalah sebagian peng-
guna los tidak mampu 
mempertahankan ak-
tivitas usaha. Banyak 
di antaranya terken-
dala permodalan dan 
tidak siap menghadapi 
risiko berdagang, seh-
ingga los yang tersedia 
justru tidak produktif.

Untuk mengatasi 
kondisi tersebut, Di-
nas Perdagangan me-
nerapkan kebijakan 
penertiban peman-
faatan fasilitas pasar. 
Di wilayah Sampola-
wa, los yang tidak di-
gunakan selama enam 
bulan akan ditarik 
kembali, sementara di 
pasar lain diberlaku-
kan batas maksimal 
tiga bulan.

Los yang ditertib-
kan selanjutnya akan 
dialokasikan kepada 
masyarakat yang be-
nar-benar berprofe-
si sebagai pedagang, 
dengan harapan pasar 
dapat berfungsi opti-
mal sebagai pusat ak-
tivitas ekonomi rakyat.

Selain persoalan 
los, Ganefo juga men-
yoroti kondisi Pasar 
Mega Siompu dan 
Pasar Siompu Barat 
yang hingga kini be-
lum dimanfaatkan 
maksimal, meskipun 
telah dibangun sejak 
sekitar 2020. Ia men-
gungkapkan bahwa 
kondisi tersebut bah-
kan telah menjadi 

perhatian Badan Pe-
meriksa Keuangan 
(BPK).

“Kami sudah 
mendapat teguran 
karena fasilitas yang 
dibangun harus di-
manfaatkan agar ti-
dak menjadi beban 
negara,” ungkapnya.

Sebagai langkah 
pembenahan, Dinas 
Perdagangan beren-
cana melakukan pe-
nataan ulang pasar 
di pusat kota pada 
2026. Langkah ini 
mencakup pemba-
ruan nota kesepaha-
man (MoU) dengan 
pedagang serta pen-
ertiban pedagang 
kaki lima yang ma-
sih berjualan di area 
parkir.

Saat ini, baru 
sekitar 40 hingga 
50 persen pedagang 
yang telah menyele-
saikan administra-
si perjanjian peng-
gunaan los. Proses 
penataan akan ter-
us dilanjutkan den-
gan mengutamakan 
pedagang lama dan 
membuka ruang bagi 
pedagang baru yang 
mendaftar secara re-
smi.

Di sisi lain, kebi-
jakan efisiensi ang-
garan turut memen-
garuhi operasional. 
Honor petugas pe-
narik retribusi yang 
sebelumnya sebesar 
Rp500.000 per bu-
lan kini ditiadakan, 
sehingga berpotensi 
menurunkan efekti-
vitas pemungutan.

Sebagai solusi se-
mentara, pihaknya 
telah berkoordinasi 
dengan para camat 
agar memanfaatkan 
tenaga paruh wak-
tu dan P3K di keca-
matan untuk mem-
bantu penarikan 
retribusi pasar.(*)

Laporan:Firman dasarkan laporan reka-
pitulasi akhir tahun 
2025, jumlah pelaku 
usaha di Buton Selatan 
tercatat telah melam-
paui angka 4.600 unit, 
dengan peningkatan 
signifikan pada sektor 
Usaha Mikro dan Ke-
cil (UMK).

Thahir menjelas-
kan, pertumbuhan 
tersebut menunjukkan 
bahwa sektor perizinan 
memberikan kontribu-
si nyata terhadap pen-
guatan ekonomi daer-
ah. Menurutnya, iklim 
usaha yang semakin 
kondusif turut men-
dorong masyarakat 
untuk mengembang-
kan kegiatan ekonomi 
secara legal dan berke-
lanjutan.

Pelayanan perizin-
an di DPMPTSP Buton 
Selatan sendiri diklas-
ifikasikan berdasarkan 
tingkat risiko, mulai 
dari risiko rendah, me-
nengah rendah, me-
nengah tinggi, hingga 
risiko tinggi. Untuk 
UMK, kategori risiko 
berada pada tingkat 
menengah rendah, 
sehingga persyaratan 
yang diberlakukan 
relatif sederhana.

“Untuk UMK, 
selama persyaratan 
lengkap, izin dapat 
diterbitkan pada hari 
yang sama,” kata 
Thahir saat ditemui 
di ruang kerjanya, 
Kamis (29/1/2026).

Namun, sepan-
jang 2025, pe-
layanan perizinan 
sempat mengalami 
penyesuaian akibat 

Kepala DPMPTSP Kabupaten Buton Selatan, Muhammad Thahir,

perubahan regula-
si dari pemerintah 
pusat. Pemerintah 
mencabut Peraturan 
Pemerintah Nomor 
5 Tahun 2021 dan 
menggantinya den-
gan Peraturan Pe-
merintah Nomor 28 
Tahun 2025. Peruba-
han regulasi tersebut 
berdampak pada me-
kanisme penerbitan 
Nomor Induk Beru-
saha (NIB).

Dalam keten-
tuan baru, proses 
perizinan UMK ha-
rus melalui sistem 
Amdalnet di Dinas 
Lingkungan Hidup 
sebelum kembali di-
proses dalam sistem 
Online Single Sub-
mission (OSS) un-
tuk penerbitan NIB. 
Kondisi tersebut 
sempat menimbul-
kan antrean serta ke-
terlambatan layanan.

Meski demiki-
an, Thahir memas-
tikan bahwa proses 
pelayanan saat ini 
telah kembali ber-
jalan normal setelah 
dilakukan harmoni-
sasi sistem antarlem-
baga. Menurutnya, 
penyesuaian tersebut 
justru memperkuat 
tata kelola perizinan 
agar lebih akuntabel.

Pada tahun ber-
jalan, pelaku usaha 
tetap diarahkan un-
tuk melengkapi pers-
yaratan dasar, antara 
lain Kesesuaian Ke-
giatan Pemanfaatan 
Ruang (KKPR), per-
setujuan lingkungan, 

serta rekomendasi 
teknis bangunan ge-
dung sebagai ba-
gian dari standar pe-
layanan perizinan.

Di sisi lain, DP-
MPTSP Buton Se-
latan juga terus 
m e n g e m b a n g k a n 
Mal Pelayanan Pub-
lik (MPP) sebagai 
upaya integrasi 
layanan. Sejumlah 
instansi daerah telah 
membuka layanan 
perwakilan di MPP, 
termasuk Dinas 
Lingkungan Hidup.

“Ke depan, mas-
yarakat tidak perlu 
lagi bolak-balik ke 
kantor lain karena 
pelayanan akan ter-
pusat di satu tem-
pat,” ujar Thahir.

Untuk instansi 
vertikal, koordinasi 
masih terus dilaku-
kan dengan sejum-
lah lembaga seperti 
BPOM, Dinas Kes-
ehatan, Dinas Tena-
ga Kerja, serta Di-
nas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 
(Disdukcapil), mes-
ki belum seluruhnya 
berkantor tetap di 
MPP.

Thahir berharap, 
dengan sistem pe-
layanan perizinan 
yang semakin mu-
dah, terintegrasi, dan 
transparan, kese-
jahteraan masyarakat 
Buton Selatan dapat 
terus meningkat sei-
ring dengan pertum-
buhan aktivitas usa-
ha di daerah tersebut.
(*)
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J A K A RTA - K e -
menterian Kesehatan 
menegaskan komit-
mennya untuk mewu-
judkan eliminasi kank-
er leher rahim pada 
tahun 2030 melalui 
penguatan kebijakan 
dan layanan skrining 
yang terintegrasi. Hal 
ini disampaikan Wakil 
Menteri Kesehatan RI, 
Prof. Dante Saksono 
Harbuwono, dalam 
Diseminasi Hasil Stu-
di Implementasi untuk 
Mendukung Program 
ILP; Proyek Percon-
tohan Skrining Kanker 
Leher Rahim dengan 
DNA HPV di Provinsi 
Jawa Timur.

Wamenkes me-
nekankan bahwa visi 
bebas kanker leher 
rahim bukan sekadar 
target kesehatan, me-
lainkan wujud komit-
men negara dalam 
melindungi kehidupan 
perempuan serta ke-
berlangsungan genera-
si bangsa.

“Kanker leher ra-
him masih menja-

Wamenkes Tegaskan Komitmen 
Eliminasi Kanker Leher Rahim 2030 

melalui Skrining DNA HPV Terintegrasi

Peliput: Warman di kanker terbanyak 
kedua pada perem-
puan di Indonesia. 
Sekitar 70 persen ka-
sus baru terdiagnosis 
pada stadium lanjut, 
dan hampir 50 persen 
penderitanya kehilan-
gan nyawa. Di balik 
angka ini, ada ibu, is-
tri, dan anak perem-
puan yang memegang 
peran penting dalam 
keluarga dan masa de-
pan bangsa,” ujar Wa-
menkes.

Menurutnya, per-
soalan kanker serviks 
harus dipandang se-
bagai persoalan siste-
mik yang memerlukan 
solusi komprehensif, 
terintegrasi, dan berke-
lanjutan, bukan semata 
persoalan medis.

Sebagai bagian 
dari komunitas global, 
Indonesia telah men-
yatakan komitmen 
dalam World Health 
Assembly 2020 untuk 
mendukung agenda 
global eliminasi kank-
er serviks. Komitmen 
tersebut diwujudkan 
melalui penyusunan 

Rencana Aksi Nasion-
al Eliminasi Kanker 
Leher Rahim Tahun 
2023-2030 sebagai 
peta jalan nasional 
jangka panjang.

Wamenkes men-
yampaikan apresiasi 
atas pelaksanaan Pilot 
Studi Skrining Kanker 
Leher Rahim dengan 
DNA HPV di Provin-
si Jawa Timur yang 
didukung oleh Jh-
piego, Roche, dan Bio-
farma. Studi ini dinilai 
memberikan gambaran 
nyata mengenai kesia-
pan layanan dan efek-
tivitas strategi skrining 
di tingkat akar rumput.

“Pilot studi ini 
memberikan snapshot 
penting tentang kin-
erja kita dalam mem-
perkuat layanan kank-
er serviks di lapangan. 
Pemerintah membu-
tuhkan gambaran yang 
jujur dan kritis, mulai 
dari kesiapan fasili-
tas kesehatan hingga 
hambatan akses bagi 
kelompok kunci,” 
jelasnya.

Lebih lanjut, pe-
merintah berharap stu-

di ini menghasilkan 
rekomendasi strategis 
yang dapat ditindak-
lanjuti bersama, khu-
susnya dalam mening-
katkan perilaku 
pencarian layanan 
kesehatan pada perem-
puan, penguatan tata 
kelola fasilitas keseha-
tan, peningkatan kapa-
sitas sumber daya ma-
nusia kesehatan, serta 
inovasi program ber-
basis pemberdayaan 
masyarakat.

Wamenkes juga 
menegaskan penting-
nya komitmen lintas 
sektor dalam mewu-
judkan eliminasi kank-
er leher rahim.

“Eliminasi kanker 
serviks adalah agenda 
bersama. Pemerintah 
menyambut dan men-
dukung kolaborasi 
strategis lintas sektor, 
karena penanganan 
kanker serviks mem-
butuhkan kemitraan 
yang inklusif dan ke-
mampuan kita untuk 
melangkah bersama 
melampaui sekat sek-
toral,”tegasnya.(*)

J A K A RTA - P e -
merintah mengin-
tegrasikan skrining 
kanker leher rahim 
ke dalam Program 
Cek Kesehatan Gratis 
(CKG) sebagai upaya 
mempercepat deteksi 
dini dan menurunkan 
angka keterlambatan 
penanganan kanker 
serviks. Integrasi ini 
mencakup pemerik-
saan DNA HPV serta 
penerapan pengam-
bilan sampel mandiri 
(self-sampling) untuk 
meningkatkan partisi-
pasi perempuan.

Wakil Menteri 
Kesehatan (Wamen-
kes) RI Prof. Dante 
Saksono Harbuwono, 
menegaskan bahwa 
mulai 2026, skrining 
kanker leher rahim 
dalam CKG akan dis-
ertai dengan tindak 
lanjut yang jelas bagi 
hasil skrining positif.

“Integrasi skrining 
ke dalam Program 

Skrining Kanker Leher Rahim 
Terintegrasi Program CKG, Pemerintah 

Perluas Akses DNA HPV dan 
Self-Sampling

Tim Tenaga Cadan-
gan Kesehatan (TCK) 
Batch 3 Puskesmas 
Lapang memperkuat 
layanan kesehatan 
pascabencana bagi 
masyarakat Desa 
Kuala Cangkoi, Aceh 

Tim TCK Batch 3 Puskesmas Lapang Perkuat Layanan 
Kesehatan Pascabencana di Desa Kuala Cangkoi

yakni di meunasah de-
sa,â€  ujar dr. Ainun, 
relawan TCK Puskes-
mas Lapang.

Dalam pelaksa-
naannya, tim dibagi 
menjadi dua kelom-
pok. Tiga relawan 
memberikan eduka-
si kesehatan dan pe-
layanan imunisasi bagi 
anak-anak, sementara 
dua relawan lainnya 
memberikan pemerik-
saan kesehatan dasar, 
pemberian obat, serta 
penguatan psikososial 
bagi kelompok dewasa 
dan lansia.

Sebelum imunisa-
si, anak-anak diajak 
mengikuti kegiatan 
edukatif seperti ber-
nyanyi, menonton vid-
eo cuci tangan yang 

Cek Kesehatan Gra-
tis merupakan respon 
nyata pemerintah un-
tuk mencegah keter-
lambatan penanganan 
dan progresivitas lesi 
pra-kanker,” ujar Wa-
menkes.

Direktur Penyakit 
Tidak Menular Ke-
menterian Kesehatan, 
dr. Siti Nadia Tarmizi, 
menjelaskan bahwa 
pemeriksaan DNA 
HPV, termasuk melalui 
self-sampling, menja-
di solusi atas rendahn-
ya minat perempuan 
terhadap pemeriksaan 
konvensional.

“Dengan metode 
self-sampling, per-
empuan dapat men-
gambil sampel sendiri 
dengan pendampingan 
petugas kesehatan, se-
hingga lebih mudah, 
nyaman, dan dapat 
diterima,” jelasnya.

Integrasi pemerik-
saan DNA HPV juga 
akan dikembangkan 

dalam paket medical 
check-up (MCU) di 
fasilitas kesehatan, 
seiring kebijakan inte-
grasi MCU ke dalam 
Program CKG yang 
mulai diterapkan pada 
2026. Program CKG 
sepenuhnya dibiayai 
oleh pemerintah, se-
mentara BPJS Kese-
hatan berperan pada 
tahap rujukan dan pen-
gobatan lanjutan.

Penanganan lesi 
pra-kanker, termasuk 
terapi ablasi termal, 
telah disiapkan di fasil-
itas layanan primer 
seperti puskesmas agar 
hasil skrining dapat 
segera ditindaklanjuti.

Pemerintah ber-
harap langkah ini dapat 
memperluas akses 
skrining, meningkat-
kan partisipasi perem-
puan, dan memperkuat 
upaya eliminasi kanker 
leher rahim pada 2030.
(*)

benar, dan simulasi 
sederhana. Sementara 
itu, kelompok dewasa 
dan lansia mendapat-
kan pemeriksaan kes-
ehatan dan pengobatan 
sesuai kebutuhan.

Dalam kegiatan 
tersebut, sebanyak 30 
anak menerima imuni-
sasi MR dan 68 peny-
intas mendapatkan 
layanan pemeriksaan 
kesehatan.

“Ada beberapa 
layanan yang kami 
lakukan, pertama pe-
layanan kesehatan 
dasar, pemberian obat, 
kemudian edukasi be-
rupa perilaku hidup 
bersih sehat, bagaima-
na cuci tangan yang 
rutin, dan penyuluhan 
pentingnya imunisasi 

dan vaksinasi,â€  ujar 
dr. Andi, anggota tim 
TCK Puskesmas Lapa-
ng.

Ia menambahkan 
bahwa edukasi dilaku-
kan untuk mengurangi 
kekhawatiran mas-
yarakat terkait kejadian 
ikutan pasca imunisasi 
(KIPI), seperti demam 
ringan pada anak.

Kepala Puskes-
mas Lapang, Mastu-
ti, menyambut baik 
penugasan Tim TCK 
yang dinilai memban-
tu penguatan layanan 
kesehatan, baik di pos-
ko pengungsian mau-
pun melalui pelayanan 
kesehatan keliling di 
wilayah kerja Puskes-
mas Lapang.(*)

Utara, pada 20 Jan-
uari 2026. Tim yang 
terdiri atas dua dokter 
umum, dua vaksinator 
lokal, dan satu perawat 
jiwa ini bertugas pada 
18-31 Januari 2026 
untuk memberikan 

pelayanan kesehatan 
dasar, imunisasi, serta 
dukungan psikososial.

“Hari ini ada ke-
giatan di dua titik. 
Pertama di posko 
pesisir pantai, dima-
na terdapat beberapa 

posko pengungsian 
bagi masyarakat yang 
rumah rusak akibat 
banjir dan saat ini 
tinggal di tenda-tenda 
bantuan. Setelah itu, 
kami melanjutkan pe-
layanan di titik kedua, 
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JAKARTA-Pusat 
Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan 
(PPATK) menemu-
kan aliran dana tran-
saksi hasil Penam-
bangan Emas Tanpa 
Izin (PETI) mencapai 
Rp992 triliun.

Kepala Biro Humas 
PPATK Natsir Kon-
gah menyebut total 
perputaran dana itu 
ditemukan pada peri-
ode 2023-2025. Ada-
pun untuk nilai nom-
inal transaksi pada 
periode itu mencapai 
Rp185,03 triliun.

“Selama periode 
2023-2025, total nilai 
nominal transak-
si yang diduga ter-
kait PETI mencapai 

PPATK: Perputaran Uang Tambang 
Emas Tanpa Izin Capai Rp992 Triliun

Ilustrasi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana 
transaksi hasil Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) mencapai Rp992 triliun.

Laporan: Amran
Rp185,03 triliun, den-
gan total perputaran 
dana sebesar Rp992 
triliun,” jelasnya da-
lam keterangan tertu-
lis, Kamis (29/1).

Natsir mengatakan 
secara khusus untuk 
tahun 2025, PPATK 
telah mengeluarkan 27 
Laporan Hasil Analisis 
(LHA) dan 2 Lapo-
ran Informasi terkait 
sektor tambang den-
gan nominal transaksi 
mencapai Rp517,47 
triliun.

Ia menjelaskan dari 
temuan PPATK itu 
paling banyak terkait 
aksi penambangan dan 
distribusi emas ilegal 
yang tersebar di pel-
bagai wilayah Indone-
sia.

“Papua, Kaliman-
tan Barat, Sulawesi, 
Sumatera Utara, Pu-
lau Jawa, dan pulau 
lainnya, serta terdapat 
praktik aliran emas ha-
sil PETI menuju pasar 
luar negeri,” ujarnya.

Sementara di sek-
tor lingkungan hidup, 
kata dia, PPATK telah 
menyerahkan 15 LHA 
dengan nominal tran-
saksi dugaan pidana 
mencapai Rp198,70 
triliun.

Natsir menga-
takan salah temuan 
yang menjadi sorotan 
PPATK yakni adan-
ya perbuatan pidana 
dan mengakibatkan 
komoditas strategis 
menjadi langka dan 
harganya melambung 

di tanah air.
“Pada sektor ke-

hutanan, PPATK telah 
menyampaikan 3 LHA 
kepada Kementerian 
Kehutanan dengan 
nilai transaksi yang 
dianalisis mencapai 
Rp137 miliar,” tuturn-
ya.

Ia menjelaskan 
nilai transaksi tersebut 
diduga merupakan ha-
sil jual beli kayu yang 
berasal dari peneban-
gan pohon secara ille-
gal.

“Karena tidak 
ditemukan Sertifikat 
Verifikasi Legalitas 
Kayu yang menjadi 
prasyarat utama legal-
itas usaha kehutanan,” 
katanya.(*)

JAKARTA-Komisi 
Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) menjad-
walkan pemeriksaan 
terhadap asisten prib-
adi Gubernur Jawa 
Barat periode 2018-
2023 Ridwan Kamil, 
Randy Kusumaatmad-
ja, Kamis (29/1).

Randy akan diperik-
sa sebagai saksi dalam 
kasus dugaan korup-
si pengadaan iklan di 
Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Barat dan 
Banten (Bank BJB), 
Kamis (29/1).

“KPK menjadwal-
kan pemeriksaan saksi 
atas nama RK (Person-
al Assistant Gubernur 
Jabar 2018-2023),” 
ujar Juru Bicara KPK 
Budi Prasetyo melalui 
keterangan tertulis, 
Kamis (29/1).

Belum diketahui 
materi spesifik yang 
hendak didalami peny-
idik lewat Randy. Hal 
itu biasanya akan dis-
ampaikan KPK keti-

KPK Panggil Asisten Pribadi Eks Gubernur Jabar 
Ridwan Kamil Hari Ini

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap asisten pribadi Gubernur 
Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil, Randy Kusumaatmadja. 

Mandiri Bersa-
ma (CKMB) Raden 
Sophan Jaya Kusuma.

Mereka disangka-
kan melanggar Pasal 2 
ayat 1 atau Pasal 3 Un-

Laporan: Alwan ka pemeriksaan ram-
pung.

Pada hari ini, KPK 
juga memanggil se-
jumlah saksi lain. 
Yakni Pimpinan SKAI 
BJB, Joko Harto-
to; Direktur Golden 
Money Changer, Dju-
nianto Lemuel; Pega-
wai Golden Money 
Changer, Arti; Kepala 
Sub Bagian Rumah 
Tangga Gubernur, Er-
vin Yanuardi Effendi; 
dan Ibu Rumah Tang-
ga, Wena Natasha Ol-
ivia.

P e m e r i k s a a n 
dilakukan di Polda 
Jawa Barat, untuk me-
lengkapi berkas perka-
ra lima orang tersang-
ka.

Sebelumnya, tepat-
nya pada 2 Desem-
ber 2025, KPK sudah 
memeriksa mantan 
Gubernur Jawa Barat 
Ridwan Kamil sebagai 
saksi.

KPK mencecar RK 
mengenai aliran uang 
dana non-bujeter yang 
dikelola Divisi Corpo-

rate Secretary BJB.
Tak hanya itu, KPK 

juga mendalami peri-
hal aset-aset milik RK 
sebagaimana termuat 
atau di luar LHKPN 
yang sebelumnya dil-
aporkan ke KPK.

Sementara RK yang 
menjalani pemerik-
saan lebih dari 5 jam 
mengaku tidak menge-
tahui pengadaan iklan 
di BJB dan memban-
tah telah menerima ali-
ran uang terkait den-
gan kasus yang sedang 
diusut tersebut.

Dia pun mengaku 
lega karena pada akh-
irnya bisa memberikan 
keterangan langsung 
di hadapan penyidik.

“Pada dasarnya 
yang paling utama 
adalah saya itu tidak 
mengetahui yang men-
jadi perkara dana iklan 
ini, karena dalam tu-
poksi (tugas pokok dan 
fungsi) gubernur, aksi 
korporasi dari BUMD 
ini itu dilakukan oleh 
teknis mereka sendi-
ri,” tutur RK di Kantor 

KPK, Selasa (2/12).
“Makanya kalau 

ditanya saya men-
getahui, saya tidak 
tahu. Apalagi terlibat, 
menikmati hasilnya 
dan sebagainya. Mu-
dah-mudahan klar-
ifikasi saya ini bisa 
membuat spekulasi 
atau persepsi yang ter-
bangun selama ini bisa 
lebih klir. Saya senang 
dengan undangan klar-
ifikasi,” sambungnya.

Lima tersangka 
dalam kasus ini ialah 
mantan Direktur Uta-
ma BJB Yuddy Renal-
di; Pimpinan Divisi 
Corporate Secretary 
BJB Widi Hartoto; 
Pengendali Agensi 
Antedja Muliatama 
dan Cakrawala Krea-
si Mandiri Kin Asikin 
Dulmanan; Pengendali 
Agensi BSC Adver-
tising dan PT Wahana 
Semesta Bandung Ek-
spres (WSBE) Suhen-
drik; dan Pengendali 
PT Cipta Karya Suk-
ses Bersama (CKSB) 
dan PT Cipta Karya 

dang-undang Pember-
antasan Tindak Pidana 
Korupsi (UU Tipikor).

Menurut temuan 
KPK, diduga ada per-
buatan melawan hu-

kum dalam pengadaan 
penempatan iklan ke 
sejumlah media massa 
yang mengakibatkan 
kerugian negara men-
capai Rp222 miliar.(*)

JAKARTA- Ket-
ua Umum Persat-
uan Purnawirawan 
dan Warakawu-
ri TNI-Polri 
(PEPABRI), Jender-
al TNI (Purn) Agum 
Gumelar menegas-
kan bahwa kedudu-
kan Polri yang be-
rada langsung di 
bawah Presiden.

Hal ini disam-
paikan Agum ke-
pada Wakil Kepala 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia 
(Wakapolri) Komis-
aris Jenderal Dedi 
Prasetyo saat meng-
hadiri Musyawarah 
Nasional (Munas) VI 
Persatuan Purnaw-
irawan (PP) Polri Ta-
hun 2026.

Dalam sambutan-
nya, Wakapolri men-
yampaikan apresiasi 
atas dukungan dan 
kepercayaan yang 
diberikan para senior 
Polri dan PEPABRI. 
Menurutnya, dukun-
gan tersebut menja-
di energi besar bagi 
seluruh jajaran Polri 
untuk terus memper-
cepat Transformasi 

Agum Gumelar ke Wakapolri: Kedudukan 
Polri di Bawah Presiden

Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNIâ€“Polri 
(PEPABRI), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar bersama Wakapolri. 
Laporan: Amran Polri yang berkelan-

jutan.
“Kedudukan Pol-

ri di bawah Presiden 
merupakan fondasi 
utama dalam mem-
perkuat efektivitas 
transformasi kelem-
bagaan, peningkatan 
kualitas pelayanan 
publik, serta pengua-
tan profesionalisme 
personel,” kat Dedi, 
Kamis (29/1) dalam 
keterangan tertulisn-
ya.

Dedi memaparkan 
sejumlah langkah 
yang telah dan ter-
us dilakukan untuk 
mendorong transfor-
masi menyeluruh di 
tubuh Polri.

Salah satunya ada-
lah penguatan SDM 
dan pendidikan. Hal 
ini dilakukan den-
gan pembenahan 
sistem rekrutmen 
yang transparan, 
peningkatan kuali-
tas pendidikan, serta 
pengembangan kari-
er berbasis kompe-
tensi.

“Dalam waktu 
dekat, Polri akan 
membentuk Pusat 
Studi Kepolisian di 
74 perguruan tinggi 

di seluruh Indonesia 
guna memperkuat 
riset, inovasi, dan 
pengembangan ilmu 
kepolisian,” kata 
Dedi.

Selain itu ada 
upaya transforma-
si kultural dan etika 
profesi; penguatan 
pengawasan dan 
akuntabilitas; mod-
ernisasi sarana dan 
prasarana, serta 
transformasi digital, 
dan penguatan fung-
si operasional.

Dedi mengatakan 
seluruh langkah 
tersebut merupakan 
komitmen nyata Pol-
ri dalam menjawab 
harapan Presiden 
dan masyarakat.

“Trans fo rmas i 
Polri adalah pros-
es berkelanjutan. 
Dengan dukungan 
para senior, purnaw-
irawan, dan seluruh 
elemen bangsa, 
kami optimistis Polri 
mampu menghadir-
kan perubahan nya-
ta yang berdampak 
langsung bagi mas-
yarakat,” kata Dedi.
(*)



METRO BAUBAU - TANA WOLIO8
BAUB AU POSTJumat, 30 Januari 2026 www.baubaupost.com

JAKARTA, BP - 
Kota Baubau dipas-
tikan masuk dalam 
tahap ketiga pelaksa-
naan Program Sekolah 
Rakyat secara nasional 
setelah usulan pemer-
intah daerah mendapat 
respons positif dari 
Kementerian Sosial 
Republik Indonesia. 
Proses administra-
si dan tahapan tender 
direncanakan mulai 
berjalan pada Maret 
2026.

Kepastian tersebut 
disampaikan dalam 
audiensi antara Wali 
Kota Baubau, H. Yus-
ran Fahim, SE, den-
gan Wakil Menteri 
Sosial (Wamensos) 
Agus Jabo Priyono di 
Kantor Kementerian 
Sosial, Jakarta, Rabu 
(28/01/2026).

Dalam pertemuan 
itu, Pemerintah Kota 
Baubau juga memper-
oleh dukungan tamba-

Kemensos Respon Program Sekolah 
Rakyat di Baubau Masuk Tahap Ketiga, 

H Yusran Fahim: Tender Dimulai 
Maret 2026

Pewarta: Amat Jr han berupa sejumlah 
program sosial lain-
nya, seperti Program 
Kampung Siaga Ben-
cana, Lumbung Sosial, 
serta Program Pember-
dayaan Sosial (PPS).

Wali Kota Baubau 
H Yusran Fahim men-
yambut baik respons 
tersebut dan menya-
takan kesiapan penuh 
pemerintah daerah 
dalam mendukung 
pelaksanaan seluruh 
program yang diberi-
kan pemerintah pusat.

Ia mengungkap-
kan, sebagai langkah 
konkret percepatan, 
Pemerintah Kota Bau-
bau akan membentuk 
tim lintas organisa-
si perangkat daerah 
(OPD) guna memasti-
kan kesiapan adminis-
trasi dan teknis sejak 
awal.

“Alhamdul i l lah , 
Kemensos merespons 
usulan Kota Baubau. 
Kita masuk tahap tiga, 
dan tentu ini peluang 

besar yang harus kita 
persiapkan dengan se-
rius,”  ujar Yusran Fa-
him.

Sementara itu, 
Wakil Menteri Sosial 
Agus Jabo Priyono me-
negaskan bahwa Pro-
gram Sekolah Rakyat 
merupakan salah satu 
prioritas Presiden 
yang pelaksanaannya 
harus mengedepankan 
sinergi lintas sektor.

“Perintah Presiden 
jelas, semua harus 
disinergikan dan diko-
laborasikan antara pu-
sat dan daerah,” kata 
Agus Jabo.

Ia menjelaskan 
bahwa pembangu-
nan Sekolah Rakyat 
dilakukan melalui ske-
ma pembagian peran 
antar-kementerian. 
Untuk pembangunan 
fisik sekolah menjadi 
tanggung jawab Ke-
menterian Pekerjaan 
Umum dan Perumah-
an Rakyat (PUPR).

Adapun setelah 

pembangunan ram-
pung, pengelolaan 
operasional Sekolah 
Rakyat akan berada di 
bawah koordinasi Ke-
menterian Sosial.

Agus Jabo juga me-
ngungkapkan bahwa 
Pemerintah Kota Bau-
bau telah mengusul-
kan lahan seluas 7,9 
hektare sebagai lokasi 
pembangunan. Lahan 
tersebut dinyatakan 
telah memenuhi pers-
yaratan teknis.

Berdasarkan hasil 
evaluasi itu, Kota Bau-
bau diarahkan masuk 
ke tahap ketiga pem-
bangunan Sekolah 
Rakyat secara nasional 
dengan syarat utama 
kelengkapan proposal 
dan dokumen admin-
istrasi.

“Yang penting 
proposal dan admin-
istrasinya beres, lalu 
teknisnya kita kunci 
bersama,” pungkasn-
ya.(*)

BAUBAU, DT 
- Enam Kabupaten/
Kota di wilayah kerja 
Kantor Cabang BPJS 
Kesehatan Baubau 
berhasil meraih Uni-
versal Health Cov-
erage (UHC) Award 
2025 yang diserahkan 
di Jakarta. 

Penghargaan terse-
but diberikan sebagai 
bentuk apresiasi ke-
pada pemerintah 
daerah yang ber-
komitmen menjaga 
keaktifan kepesertaan 
Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) bagi 
masyarakatnya.

Pejabat Penggan-
ti Sementara (PPS) 
Kepala Cabang BPJS 
Kesehatan Baubau 
Eka Munawir men-
jelaskan, bahwa UHC 
Award merupakan 
penghargaan bagi pe-
merintah Provinsi, 
Kabupaten, dan Kota 
yang mampu memas-
tikan sebagian besar 
penduduknya aktif se-
bagai peserta JKN.

“UHC ini adalah 
bentuk apresiasi atas 
komitmen pemerintah 
daerah dalam men-
jamin perlindungan 
kesehatan masyarakat 
melalui keaktifan pe-
serta JKN,” tutur Eka 
saat diwawancara 
pada awak media di 
Kantor BPJS Selasa, 
(27/1/2026).

Eka menambah-
kan, dari Delapan 
wilayah kerja BPJS 
Kesehatan Cabang 
Baubau meliputi Ka-
bupaten Muna, Muna 
Barat, Buton Tengah, 

Enam Daerah di Wilayah Kerja BPJS 
Kesehatan Baubau Raih UHC Award 

2026

Pewarta: Firman

J A K A R T A , 
BP-Komitmen Pemer-
intah Kota Baubau 
dalam memperluas 
akses layanan keseha-
tan kembali mendapat 
pengakuan nasional 
setelah meraih Uni-
versal Health Cov-
erage (UHC) Award 
2026 kategori Madya 
dari Pemerintah Pusat 
dalam acara nasional 
yang digelar di Jakar-
ta.

Penghargaan terse-
but diserahkan dalam 
kegiatan Deklarasi dan 
Pencanangan Univer-
sal Health Coverage 
(UHC) serta Pem-
berian Penghargaan 
Pemerintah Daerah 
Tahun 2026 yang ber-
langsung di Ballroom 
JI-EXPO Kemayoran, 
Jakarta Pusat, Selasa 

Walikota Baubau H Yusran Fahim Terima UHC Award 
2026 Kategori Madya dari Pemerintah Pusat, Baubau 
Ukir Prestasi Nasional di Bidang Layanan Kesehatan

Dengan capaian 
tersebut, Kota Baubau 
semakin menegas-
kan posisinya sebagai 

Laporan: Andina (27/1/2026).
Wali Kota Baubau, 

H. Yusran Fahim, SE, 
menerima langsung 
penghargaan tersebut 
mewakili Pemerintah 
Kota Baubau di hada-
pan para kepala daerah 
dari berbagai wilayah 
di Indonesia.

Dalam kesempatan 
tersebut, piagam peng-
hargaan diserahkan 
oleh Menteri Koordi-
nator Bidang Pember-
dayaan Masyarakat, 
Abdul Muhaimin 
Iskandar, didampingi 
Direktur Utama BPJS 
Kesehatan, Ghufron 
Mukti.

Penghargaan ini 
diberikan sebagai 
bentuk apresiasi atas 
kontribusi dan dedi-
kasi pemerintah daer-
ah dalam mendukung 
pelaksanaan program 

Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) serta 
memperluas perlind-
ungan kesehatan bagi 
masyarakat.

Usai menerima 
penghargaan, Yusran 
Fahim menjelaskan 
bahwa salah satu ind-
ikator utama penilaian 
UHC Award adalah 
tingkat keaktifan kepe-
sertaan masyarakat da-
lam program UHC.

Menurutnya, capa-
ian kepesertaan aktif 
UHC di Kota Baubau 
saat ini telah melam-
paui 85 persen dari to-
tal jumlah penduduk, 
sehingga dinilai me-
menuhi standar nasi-
onal untuk kategori 
Madya.

Capaian tersebut, 
kata Yusran, merupa-
kan hasil kerja kolektif 
seluruh jajaran Pemer-

intah Kota Baubau, 
tenaga kesehatan, serta 
dukungan masyarakat 
dalam membangun 
sistem layanan kese-
hatan yang inklusif.

Ia menegaskan bah-
wa penghargaan UHC 
Award 2026 bukan 
sekadar prestasi sim-
bolik, tetapi menjadi 
pengakuan nyata atas 
keseriusan pemerintah 
daerah dalam menja-
min pelayanan keseha-
tan yang mudah diak-
ses, adil, dan merata.

Pemerintah Kota 
Baubau, lanjut Yus-
ran, akan terus mem-
perkuat program-pro-
gram kesehatan serta 
memperluas cakupan 
perlindungan agar 
manfaat layanan be-
nar-benar dirasakan 
seluruh lapisan mas-
yarakat.

Buton Selatan, Kota 
Baubau, Buton Utara, 
dan Wakatobi terdapat 
Enam Daerah yang 
menerima penghar-
gaan, yakni Kabupaten 
Buton Selatan, Kota 
Baubau, Kabupaten 
Buton Utara, Kabupat-
en Buton Tengah, Ka-
bupaten Muna Barat, 
dan Kabupaten Waka-
tobi.

Eka menjelaskan, 
UHC Award dibagi ke 
dalam Tiga kategori. 
Kategori UHC Uta-
ma diberikan kepada 
Daerah dengan ting-
kat keaktifan peserta 
lebih dari 95 persen. 
Kategori UHC Madya 
diberikan kepada daer-
ah dengan keaktifan 
peserta antara 85 hing-
ga 95 persen, sementa-
ra Kategori UHC Prat-
ama diberikan kepada 
Daerah dengan keak-
tifan peserta di kisaran 
80 hingga 85 persen.

“Untuk tahun 2025, 
Kabupaten Buton 
Utara masuk kategori 
UHC Utama kare-
na tingkat keaktifan 
pesertanya di atas 
95 persen. Kemudi-
an Kabupaten Buton 
Selatan, Kota Bau-
bau, Muna Barat, dan 
Wakatobi masuk kat-
egori UHC Madya. 
Sedangkan Kabupaten 
Buton Tengah berada 
pada kategori Prata-
ma,” jelasnya.

Sementara itu, Ka-
bupaten Muna dan Ka-
bupaten Buton belum 
berhasil meraih UHC 
Award karena tingkat 
keaktifan peserta JKN 

belum mencapai am-
bang batas minimal 85 
persen.

Eka mengungkap-
kan bahwa terdapat 
berbagai tantangan 
yang dihadapi pemer-
intah daerah dalam 
menjaga status UHC, 
mulai dari kebijakan 
daerah hingga keter-
batasan anggaran pas-
capandemi. Penurunan 
status UHC ber-
dampak langsung pada 
keaktifan peserta, teru-
tama terkait waktu ak-
tivasi kepesertaan.

“Untuk daerah 
berstatus UHC pri-
oritas, peserta yang 
didaftarkan hari ini 
bisa langsung aktif 
dan dilayani pada hari 
yang sama. Sementa-
ra untuk daerah non-
UHC, kepesertaan 
baru aktif pada tanggal 
1 bulan berikutnya,” 
terangnya.

Meski demikian, 
Eka menegaskan bah-
wa seluruh pemerintah 
daerah pada prinsipnya 
memiliki komitmen 
yang sama dalam 
memberikan jaminan 
pelayanan kesehatan 
bagi masyarakat. BPJS 
Kesehatan berharap 
kolaborasi yang tel-
ah terjalin dapat terus 
diperkuat agar seluruh 
Daerah kembali men-
capai status UHC.

“Inti dari UHC ada-
lah menjaga kepuasan 
peserta serta mem-
berikan rasa aman 
dan kemudahan akses 
layanan kesehatan bagi 
seluruh masyarakat,” 
pungkasnya.(*)

salah satu daerah yang 
konsisten mendukung 
agenda nasional dalam 
mewujudkan cakupan 

kesehatan semesta 
atau Universal Health 
Coverage.(*)


